
PROVINSI JAWA TENGAH

KBPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR /7 TAHUN 2OT7

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun ZALT tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor L7 Tahun
2OO7 tentang Perubatran Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rallyat Daerah Kabupaten Rembang
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan pengaturan
kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
clalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Kuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rembang ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b perlu
n.rnefrrirran T)ewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten



4.

5.

6.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara ;

3. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

1 Tahun 2OO4 tentang

Undang-unda,g Nomor 1s rahun 2oo4 pemeriksaan 
,Pengelolaan danTanggung Jawab feuangan Negara ;

undang-undang Nomor 12 Tahun 20r 1 tentangPembentukan peraturan perundang-""Ju"gurr-;

undang-undang Nomor 2s Tahun 2or4 tentangPemerintahan Daerah- sebagaimana terah diubah u"ue.apikali terakhir dengan undang-undang tio*o. g Tahun 2olstentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerih ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara ;

Peraturan Pernerintah Nomor 1g rahun 2ol,l tentang Hak
Keuangarr dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali teiakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zl rahun zan
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengeloraan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2AL6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

Peraturan Dewan Perwakilan Ralrya.t Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2OLG tentang tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2Ol4 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

: 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Penvakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal L7 Juli 2017.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
17 .hrli ,.O17

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Memperhatikan



KBDUA

KBTIGA

Menyerahurn orgles_penetapan peraturan Daerah sebagaimanadiktum PERTAMA r.putrGn 
- 
irri menjadi peraturan DaerahKabupaten Rembang, kepada nupati n#;g .

Keputusan ini mulai berraku sejak tanggar ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 12 Juti Z6tZ

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UPATEN REMBANG

H. GU IH,


